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PENETAPAN
Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Toli-toli yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan
dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:
Pemohon. Nik. xxxxxxxxx, Tempat lahir Tolitoli, Tanggal 02 Maret 1956, Umur
66 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat
tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2. Nik. xxxxxxxxx, Tempat lahir Tolitoli, Tanggal 04 September
1962, Umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX  XXXXXX, tempat tinggal di di KABUPATEN
TOLITOLI, sebagai Pemohon lI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon | dan Pemohon Ii;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober

2022 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan Nomor

165/Pdt.P/2022/PA.Tli. tanggal 24 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri sah yang telah
menikah pada tanggal Senin, 01 Mei 1978 (01-05-1978), di XXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXK XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, namun tidak tercatat didalam buku
register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan
sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatatat Nikah (P2N) namun
sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit ;
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3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon | adalah Jejaka, Umur 22 tahun
sedangkan Pemohon Il adalah Perawan, Umur 16 tahun;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi
syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan
darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon | dengan Pemohon Il
adalah Imam Masjid xxxx Xxxxxxx yang bernama Hi. Djuraeje, sedangkan
wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon Il yang bernama Hi. Saleng
Condeng, untuk menikahkan. dan yang menjadi saksi adalah H. Ali dan
Jamaluddin dengan mahar Sawah % Hektar ;

5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat Nikah adalah untuk
memperoleh Buku Nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon | dan
Pemohon Il mempunyai kekuatan hukum yang sah;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup bersama
serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7
orang anak yang masing-masing bernama :

. Moh. Irsyad bin Djamaludin, Umur 42 tahun, telah berkeluarga ;

. Saharuddin bin Djamaludin, Umur 39 tahun, telah berkeluarga ;

a

b

c. llham bin Djamaludin, Umur 35 tahun, telah berkeluarga ;

d. Hamdana binti Djamaludin, Umur 33 tahun, telah berkeluarga ;

e. Wahyu bin Djamaludin, Umur 30 tahun, telah berkelurga ;

f. Takdir bin Djamaludin, umur 27 tahun, berada dalam asuhan

Pemohon;

g. Haerana binti Djamaludin , umur 22 tahun, berada dalam asuhan

Pemohon ;

7. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk
pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan ;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya
Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara
tersebut berkenan untuk memetus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ;

2. Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon II
yang dilaksanakan pada Senin, 01 Mei 1978, di wilayah Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, XXXXXXXxX XxxxxX, Kababupaten
Tolitoli. ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan lItsbat Nikah tersebut pada hari selasa tanggal 24 Oktober
2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini
disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang
mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tolitoli sehubungan dengan
permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, olehnya itu
perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | (Djamaludin)
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX
XXXXXXXX, Nomor xxxxxxxx tanggal 14 Desember 2018, telah bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti,
(P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il (Hatija) yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX

XXXXXXXX, Nomor xxxxxxx tanggal tanggal 14 Desember 2018, telah
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bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi
kode bukti (P.2);
B. Bukti Saksi
1. Saksi, lahir Toli-Toli, 02 Februari 1964, umur 58 Tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di XXXXX XXXX
xxxxx, Desa Sandana, Kecamatan Galang, XXXXXXXXX XXXXXxxX, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon II karena saksi Adik
kandung Pemohon I,

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon | menikah dengan Pemohon Il yang
dilangsungkan pada tanggal 01 Mei 1978 di kecamatan Galang;

- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama H.
Saleng Condeng;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon | dan
Pemohon II, bapak H. Ali dan Bapak Jamaluddin;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa Y4
hektar Sawah dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon | berstatus Jejaka
sedangkan Pemohon |l berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dengan Pemohon |l tidak
mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;

- Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il belum tercatat di KUA
tempat perkawinan dilangsungkan;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah di
dikaruniai 7 orang anak;

- Bahwa setahu saksi selama Pemohon | dan Pemohon Il menikah tidak
ada tuntutan dari pihak lain dan pemikahannya harmonis hingga
sekarang;

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon | dengan Pemohon |l
mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta

nikah, dokumen lainnya dan pendaftaran haji;
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2. Saksi, lahir 07 Oktober 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Moh. Saleh, Desa
Sandana, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXxxxX, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi sebagai adik

kandung Pemohon lI;

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon | menikah dengan Pemohon Il yang
dilangsungkan pada tanggal 01 Mei 1978 di kecamatan Galang;

- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama H.
Saleng Condeng;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il, bapak H. Ali dan Bapak Jamaluddin;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa ¥4
Hektar sawah dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon | berstatus Jejaka
sedangkan Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;

- Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il belum tercatat di KUA
tempat perkawinan dilangsungkan;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah di
dikaruniai tujuh orang anak;

- Bahwa setahu saksi selama Pemohon | dan Pemohon Il menikah tidak
ada tuntutan dari pihak lain dan pemikahannya harmonis hingga
sekarang;

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon | dengan Pemohon Il
mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta
nikah, dokumen lainnya dan pendaftaran haji;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, selanjuinya para Pemohon tidak mengajukan

apapun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan;
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Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan di
papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dalam tenggang waktu 14 hari,
hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi
Peradilan Agama Buku Il edisi revisi tahun 2014 halaman 145, namun tidak ada
pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mendalilkan
perkawinannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo
merupakan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan), maka
berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon | dan Pemohon
Il, ternyata Pemohon | dan Pemohon |l bertempat tinggal dalam yurisdiksi
(wilayah hukum) Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan bukti P.1 dan P.2
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka sesuai Pasal 7 angka 2 KHI
(Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo diajukan dalam wilayah
hukum Pemohon bertempat tinggal sehingga menjadi kewenangan relatif
Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 1978 di Desa Sandana,
Kecamatan Galang, XXXXXXXXX XXXXXXXX, yang bertindak sebagai wali nikah

adalah ayah kandung Pemohon Il bernama H. Saleng Condeng, yang
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menikahkan diwakili oleh Imam Desa yang bernama H. DJuraeje dan yang

bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Ali dan Jamaluddin, mahar yang

diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa ¥ hektar sawah yang dibayar
tunai, namun Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Kutipan Akta

Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon |

dengan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk

keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen), dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai tempat tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu xxxxxx dan Xxxxxxx, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa
yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang
disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka
sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam
duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak
terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim
tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,
sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk
menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang
dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta persidangan
sebagai berikut:

— Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 01 Mei 1978 di Desa Sandana, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon
Il bernama H. Saleng Condeng, dan yang bertindak sebagai saksi nikah
adalah H. Ali dan Jamaluddin, mahar yang diberikan Pemohon | kepada
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Pemohon Il berupa ¥ hektar sawah yang dibayar tunai;

— Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

— Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak;

— Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga atau
sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

— Bahwa tidak ada yang pemah mengajukan keberatan selama pemikahan
para Pemohon hingga saat ini;

— Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus
kelengkapan administrasi kependudukan dan pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka
akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut dengan terlebih dahulu
mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Tholibin

IV: 254 yang berbunyi :

Jdee Cpaldy Ay sad (e dhgpdiy ddaa S B o gl el Ay

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang

perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan
dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang

saksi yang adil ":

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam
dilarang melangsungkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan
mempelai perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan
semenda serta hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sewaktu menikah
Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon Il berstatus perawan, antara
keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan
sesusuan yang menjadi larangan pemikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan
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bahwa pemikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah pernikahan antara
orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan
yakni : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab
gabulnya tersebut Pemohon | dan Pemohon I, yang bertindak sebagai wali
nikah adalah ayah kandung Pemohon Il bernama H. Saleng Condeng, dan
yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Ali dan Jamaluddin, kedua saksi
tersebut telah agil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan
bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II telah memenuhi rukun
pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, wali dan 2 (dua)
orang saksi pemikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal
sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal
tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah
memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana
ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il didasari
oleh persetujuan kedua belah pihak, dan keduanya juga sama-sama telah
mengakui adanya perkawinan maka berdasarkan fakta tersebut dapat
dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi
syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab
l'anatut Thalibin juz Il halaman 308 yang kemudian diambil alih sebagai

pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:
Ledisg 51581 Ul JBlally 7S5 81 yal aBis awssS

Artinya : “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan
berakal (akil balig) atas pernikahan dengan seorang perempuan,

begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut“
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar
kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati
oleh kedua belah pihak, dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab
gabul, Pemohon | telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Pemohon I
berupa % hektar sawah, fakta tersebut berarti telah sejalan dengan ketentuan
Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini
Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari
Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal
status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta
tersebut dapat dinyatakan bahwa pemikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti dalam
pernikahan yang bersangkutan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana
yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
sekalipun pemikahan a quo terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara
nyata terbukti di persidangan, pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, lagi pula
diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi kependudukan
para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d
dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 20/TUADA.AG/IILUM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk
perkara pengesahan (itsbat) nikah, karena itu pemikahan antara Pemohon |
dengan Pemohon Il tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pemikahan a quo dapat dinyatakan sah,

dan terhadap pemikahan yang bersangkutan tersebut, Pemohon | dan
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Pemohon |l tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka
terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dilakukan dengan
Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama
sebagaimana permohonan Pemohon | dan Pemohon I, maka Majelis Hakim
menilai bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mempunyai i'tikad baik yang sejalan
dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon | dan Pemohon
Il telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah
(Pengesahan Perkawinan) dari Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 7 angka
(2) KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan
Pemohon | dan Pemohon |l dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum
Islam agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap
perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mendaftarkan
perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang
mewilayahi tempat perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (xxxxxxx)dengan
Pemohon Il (xxxxxxx)yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1978 di

Desa Sandana, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX;
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3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinannya pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il sejumlah
Rp. 325.000; (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1444 Hijriah, oleh kami
Ihsan, SHI sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.l., M.H.l, dan
Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri

Susilowati, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri Pemohon | dan Pemohon II;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Nanda Trisna Putra, S.H.Il., M.H.I, Ihsan, SHI
Hakim Anggota,
ttd
Mulhaeri, S.E.Sy
Panitera,
ttd

Sri Susilowati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP :Rp 50.000,-
- Proses 'Rp 75.000,-
- Panggilan :Rp 180.000,-
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- Redaksi ' Rp. 10.000,-

- Meterai ‘Rp 10.000,-

Jumlah 'Rp 325.000,-
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
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